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ABSTRAKSI

Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja anggaran keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2008.

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif dengan menggunakan alat analisis yaitu teknik pengukuran value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) dan rasio kinerja (rasio kemandirian daerah, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio retribusi daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur daerah terhadap total belanja dan rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teknik pengukuran value for money yaitu tingkat ekonomi, tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas dengan hasil rata-rata yang bernilai kurang dari 100% maka kinerja keuangan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu, berdasar rasio kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian daerah yang ditunjukkan dengan hasil rata-rata diantara 0%-25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah. Dalam rasio pajak daerah terhadap PAD tahun 2008 menunjukkan partisipasi masyarakat yang paling tinggi dalam membayar pajak dan untuk rasio retribusi daerah terhadap PAD tahun 2006 menunjukkan partisipasi masyarakat yang paling tinggi dalam membayar retribusi. Sedangkan rasio belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik terhadap total belanja pada tahun anggaran 2006 menunjukkan alokasi dana yang ditujukan untuk masyarakat adalah paling baik karena memiliki nilai rasio belanja aparatur daerah terhadap total belanja yang terendah dan rasio pelayanan publik terhadap total belanja yang tertinggi.

Kata Kunci:
Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, Otonomi Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Sabeni, Arifin dan Imam Ghozali. 2001. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi Empat. BPFE. Yogyakarta.
Biro Pusat Statistik. 2007. Surakarta dalam Angka 2005. BPS Kota Surakarta.
Dwiranda. Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Tahun 2002-2006. Universitas Udayana.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
Indra Bastian. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. BPFE.
Kamalludin. 1992. Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan Pembangunan   Daerah. BPFE-UII. Jakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan. Pertanggungjawaban dan Pengawasan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhirungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kustadi, Arinta. 1996. Akuntansi Pemerintahan. Edisi Keenam. PT, Aditya Bakti. Bandung.
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
Mahsun,  Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta.
Nataluddin. 2000. Potensi Dana Perimbangan Pada Penerimaan Daerah di Propinsi Jambi: Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN. 

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta. BPFE.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Setyawan, Setu. 2003. Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Dilihat Dari Perspektif Akuntabilitas. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol,1. Agustus.
Yuwono, Sony dkk. 2005. Penganggaran Sektor Publik. Bayumedia Publishing.
Suparmoko. 2003. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Widodo. 2001. Analisa Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Boyolali Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN.
Winarti. 2006. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta. Skripsi   S-1 Universitas Muhammadiyah Surakarta Yang Tidak Dipublikasikan.
